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I. FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBETULAN SPPBMCP 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

.... ... ... ( 1) .......... . 

Nomor : ........ (2) ....... . . . ... . . . (3) .. ..... . 

Lampiran : ........ (4) ....... . 
Hal : Penolakan Pembetulan SPPBMCP 

Yth ......... (5) ·····;·· 

Sehubungan dengan surat Saudara nom or ....... . (6) ........ tanggal ........ (7) 

hal Permohonan Pembetulan SPPBMCP kami telah melakukan penelitian 
atas permohonan yang Saudara aj ukan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, kami 
menolak permohonan pembetulan yang Saudara ajukan dan terhadap SPPBMCP 
nomor ......... (8) .. ....... tanggal ...... (9) ... . .. dengan alasan: ........ (10) ...... . 

Berkaitan dengan penolakan atas permohonan pembetulan Saudara, maka 
dengan surat ini kami nyatakan SPPBMCP tersebut tetap berlaku. Selanjutnya 
agar Saudara segera melakukan pelunasan bea masuk, cukai, dan/ atau pajak 
dalam rangka impor terutang paling lambat sesuai dengan jangka waktu semu la. 
Keterlambatan pelunasan bea masuk dapat mengakibatkan sanksi adrninistrasi 
berupa denda. 

Demikian disampaikan. 

a.n. Direktur Jenderal 
.. .. ....... ( 11) .......... . 

........... (12) .......... . 
NIP ........ (13) ....... . 

Tembusan Yth.: 
1. Direktur Jenderal u.p. Direktur Keberatan Banding dan Peraturan; 
2. Direktur Teknis Kepabeanan; 
3. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai; 
4 .... ..... (14) ........ . 
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBETULAN 
SPPBMCP 

(1) Diisi nama, alamat dan kontak Kantor Pabean; 
(2) Diisi nomor urut surat untuk perusahaan. 
(3) Diisi tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat. 
(4) Diisi jumlah lampiran surat. 
(5) Diisi nama dan alamat pemohon. 
(6) Diisi nomor surat permohonan, jika ada. 
(7) Diisi tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan. 
(8) Diisi nomor SPPBMCP. 
(9) Diisi tanggal SPPBMCP. 
( 1 0) Diisi alasan penolakan pembetulan. 
(11) Diisi nama jabatan Pejqbat Bea dan Cukai yang menandatangani surat 

persetu juan. 
(12) Diisi tanda tangan dan nama Pejabat Bea dan Cukai . yang 

menandatangani surat persetujuan. 
( 13) Diisi · nomor NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat 

persetujuan. 
(14) Diisi nama Kantor Wilayah DJBC, apabila Kantor Pabean merupakan 

wilayah ke:rja suatu Kantor Wilayah DJBC. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u.b. 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

Plt. Kepala Bagia ~@ministrasi Kementerian 

14 . ~ 
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